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Salah satu penerimaan suatu daerah yang dapat ditingkatkan pemerintah 

daerah untuk menjalankan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penerimaannya cenderung stabil 

adalah Pajak Daerah. Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak 

Reklame adalah beberapa jenis dari Pajak Daerah yang dapat ditingkatkan. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan 

Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak 

Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2022. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

dokumentasi berupa Target dan Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2022 yang 

didapatkan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hiburan 

dari tahun 2018 – 2022 adalah kurang efektif dan juga tidak berkontribusi terhadap 

penerimaan PAD. Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Parkir dari tahun 2018 – 

2022 adalah sangat efektif namun tidak berkontribusi terhadap penerimaan PAD. 

Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2018 – 2022 adalah 

sangat efektif namun kurang berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Rata-rata 

efektivitas penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2018 – 2022 adalah tidak efektif 

dan juga tidak berkontribusi terhadap penerimaan PAD. 

 
 

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoan 

Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 
 

 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF 

ENTERTAINMENT TAX PARKING TAX RESTAURANT TAX AND 

ADVERTISEMENT TAX IN INCREASING ORIGINAL LOCAL 

GOVERNMENT REVENUE IN THE LANGKAT DISTRICT 

 
 

M.A.Arkani 

1905170249 

m.a.arkani20@gmail.com 
 

 

One of the regional revenues that can be increased by the local government 

to carry out regional autonomy is the Original Local Government Revenue. One of 

the Original Local Government Revenue whose revenue tends to be stable is 

Regional Tax. Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, and Advertising 

Tax are several types of Local Tax that can be increased. The purpose of this study 

was to determine the level of effectiveness and contribution made by Regional 

Taxes, especially Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, and Advertising 

Tax of Langkat Regency for 2018 – 2022 to Original Local Government Revenue. 

Langkat Regency in 2018 – 2022. This research is descriptive qualitative research. 

Data collection techniques were carried out with documentation in the form of 

Targets and Realization of Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, and 

Langkat Regency Advertising Tax for 2018 – 2022 which were obtained at the 

Langkat Regency Regional Revenue Agency office. The results of the study show 

that the average effectiveness of entertainment tax revenue from 2018 - 2022 is less 

effective and also does not contribute to Original Local Government Revenue. The 

average effectiveness of parking tax revenue from 2018 - 2022 is very effective but 

does not contribute to Original Local Government Revenue. The average 

effectiveness of Restaurant Tax revenue from 2018 – 2022 is very effective but does 

not contribute enough to Original Local Government Revenue. The average 

effectiveness of Advertising Tax revenue from 2018 – 2022 is ineffective and also 

does not contribute to Original Local Government Revenue. 

 
 

Keyword : Effectiveness, Contribution, Entertainment Tax, Parking Tax, 

Restaurant Tax, Advertising Tax, Original Local Government 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Indonesia yang merupakan negara berkembang yang tidak akan 

lepas dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional terdiri dari 

berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan 

masyarakat. Berdasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur 

tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, 

daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. 

Daerah provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota dimana tiap daerah 

Kabupaten dan Kota memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur serta 

mengurus jalannya pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dalam 

pembangunan negara. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara 

langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga 

itu sendri. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa bijaksana terhadap 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat. 

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari keberhasilan 

daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk 
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memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah diperlukan suatu kebijakan 

serta sistem pembangunan yang bisa memacu peningkatan kinerja sumber 

daya manusia (SDM) dalam mengelola sumbe daya alam (SDA) sehingga 

potensi daerah tersebut dapat dimaksimalkan sehingga mendorong 

peningkatan pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk 

pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pembiayaan dari 

sumber penerimaan dana daerah yang bisa diandalkan. Sebab itu, 

pembangunan daerah mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah 

bisa menggali sumber keuangannya secana mandiri dan seminimal mungkin 

untuk tidak tergantung pada bantuan pemerintah pusat. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli 

daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berdasarkan 

peraturan daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya 

yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber 

penerimaan keuangan daerah yang harus ditingkatkan pemerintah untuk 

meningkatkan serta memaksimalkan otonomi daerah. Apabila Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) memperlihatkan hasil yang baik dimana penerimaan dari 

PAD terus meningkat tiap tahunnya maka daerah tersebut mempunyai 

sistem keuangan yang baik dan berhasil dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat 

dimaksimalkan adalah Pajak Daerah. Sesuai teori pajak daerah, teori 
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Development from below bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak 

kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat 

melihat secara langsung manfaat serta pembangunan di daerahnya. Dimana 

pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus 

membayar, sangsi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis 

antra eksekutif dengan legislatif sebagai reprentasi masyarakat.Pajak Daerah 

merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berrasal dari dalam daerah 

itu sendiri. Pajak daerah yang merupakan Pajak menurut Zulia Hanum 

(2010) adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang- 

Undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara 

langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 

Sektor Pajak adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang penerimaannya cenderung stabil dan merupakan bukti aktifnya 

masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Undang - 

Undang, khususnya Undang – Undang tentang pemerintah daerah maupun 

tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan 

bahwasanya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama dalam 

penerimaan daerah (Siahaan, 2010, Hal.11). 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pajak Daerah 

yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terdiri dari Pajak 
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Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan 

Dan Perkotaan, Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

Menurut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Langkat, sumber penerimaan daerah yang berpotensi dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat diantaranya adalah Pajak 

Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah pungutan wajib 

yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah yang dipaksakan 

tanpa mendapat imbalan secara langsung berdasarkan peraturan yang 

berlaku, yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan 

daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten 

Langkat, diperoleh data penerimaan realisasi serta target dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak 

Reklame Kabupaten Langkat dari tahun 2018 samapi dengan tahun 2022. 

Tabel 1.1 

Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Kabupaten Langkat 

Tahun 2018 – 2022 
 

Uraian Taget Realisasi Sisa Target Tahun 

PAD 148.932.567.030 136.680.578.541 12.251.988.488  

 
 

2018 

Pajak Hiburan 30.000.000 31.060.000 (1.060.000) 

Pajak Parkir 10.000.000. 10.621.200 (621.00) 

Pajak Restoran 1.900.000.000 2.285.474.596 (385.474.596) 

Pajak Reklame 1.200.000.000 902.059.100 297.940.900 
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PAD 156.520.657.861 167.523.076.879 (11.002.419.018)  

 
 

2019 

Pajak Hiburan 30.000.000 34.810.000 (4.810.000) 

Pajak Parkir 12.000.000 30.741.200 (18.741.200) 

Pajak Restoran 2.200.000.000 2.491.191.239 (291.192.239) 

Pajak Reklame 1.200.000.000 603.883.800 596.116.200 

PAD 167.120.835.030 168.843.723.199 (1.172.888.169)  

 
 

2020 

Pajak Hiburan 40.000.000 20.755.000 19.245.000 

Pajak Parkir 15.000.000 17.060.800 (2.060.800) 

Pajak Restoran 2.500.000.000 2.405.929.196 94.070.804 

Pajak Reklame 1.200.000.000 543.081.500 656.918.500 

PAD 168.644.529.430 158.480.919.771 10.163.609.658  

 
 

2021 

Pajak Hiburan 40.000.000 24.270.000 15.730.000 

Pajak Parkir 30.000.000 38.851.200 (8.851.200) 

Pajak Restoran 2.500.000.000 2.394.173.301 105.826.699 

Pajak Reklame 1.200.000.000 486.234.300 713.765.700 

PAD 127.617.159.600 140.628.891.267 (13.011.731.667)  

 
 

2022 

Pajak Hiburan 40.000.000 23.603.000 16.397.000 

Pajak Parkir 40.000.000 71.508.200 (31.508.200) 

Pajak Restoran 2.500.000.000 3.706.551.745 (1.206.551.745) 

Pajak Reklame 1.200.000.000 727.508.700 472.491.300 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 
 

 Mencapai/ Melebihi Target 

 Tidak Mencapai Target 

 

Beradasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya dapat mencapai/ melebihi 

target yang telah di tetapkan yang berarti penerimaan daerah Kabupaten 

Langkat mampu dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah 

sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. 

Langkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang 

diperoleh daeah dari sumber – sumber yang ada di wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasar peraturan daerah sesuai peraturan perundang – undangan 

yang berlaku (Halim, 2007, Hal.96) 
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Menurut Pradita (2014), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh 

kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah. Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat kini 

menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 

dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pencapaian penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Langkat, 

khususnya Pajak Hiburan belum terealisasi sesuai target sejak tahun 2020 – 

2022 dan Pajak Restoran juga belum terealisasi sesuai target sejak tahun 

2020 dan 2021. Begitu juga dengan Pajak Reklame yang sejak tahun 2018 

sampai dengan tahun 2022 belum pernah mencapai target yang telah 

ditetapkan. Namun pada tahun 2021 adalah realisasi penerimaan Pajak 

Reklame terbesar dalam 5 tahun terakhir (2018 – 2022) Hal ini 

mengindikasikan suatu masalah yang harus diperhatikan. Adanya 

penerimaan pajak yang tidak sesuai target adalah kendala dalam 

memaksimalkan potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame 

yang efektif akan berpengaruh pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Langkat. Efektif adalah ukuan berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan (Mardiasmo, 2009, Hal.134). Efektivitas 

pajak daerh adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daeah khususnya 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang 

dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat selama satu tahun 
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anggaran dengan cara membandingkan target yang telah di tetapkan dengan 

realisasi penerimaan pajak daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh pajak daerah memberikan sumbangan dalam 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membandingkan 

penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran dan Pajak Reklame priode 2018 sampai dengan 2022 dengan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) priode 2018 sampai dengan 

2022. Semakin besar hasilnya mengindikasikan semakin besar peranan 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil 

perbandingan kecil maka peranan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga 

kecil (Mahmudi, 2010, Hal.145). 

Pertumbuhan dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran dan Pajak Reklame diharapkan berperan dalam pembiayaan 

pembangunan daerah Kabupaten Langkat. Terjadinya realisasi yang tidak 

mencapai target menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis untuk 

melakukan analisis efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui apakah 

penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran sudah efektif 

dan juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan Pajak 

Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan 

menentukan judul penelitian yang akan penulis laksanakan dengan judul 

“Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, 

Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Langkat’’. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 
Berikut identifikasi masalah berdasarkan uraian dari latar belakang 

diatas sebagai berikut : 

1. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 

 
– 2022 sesuai target yang telah di tetapkan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat. 

2. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2020 

 
– 2021 sesuai target yang telah di tetapkan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat. 

3. Tidak pernah tercapainya realisasi penerimaan Pajak Reklame sejak 

tahun 2018 – 2022 sesuai target yang telah ditetapkan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

1.3 Batasan Masalah 

 
Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini hanya pada 

mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak daerah terkhusus 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan 

Pendapatan Asli Daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Langkat dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 
Berikut rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang 

diatas sebagai berikut : 

1. Seberapa besar Efektivitas dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran, dan Pajak Reklame dalam meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Langkat tahun 2018 – 2022 ? 

2. Seberapa besar Kontribusi dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran, dan Pajak Reklame dalam meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Langkat tahun 2018 – 2022 ? 

3. Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Pajak 

Restoran dan Pajak Reklame Kab. Langkat tidak mencapai target yang 

sudah ditetapkan ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 
Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan uraian dari latar belakang 

diatas sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas penerimaan Pajak 

Hiburan, dan Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kontribusi penerimaan Pajak 

Hiburan, dan Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat 
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3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab penerimaan Pajak 

Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Reklame tidak mencapai target yang 

telah ditetapkan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 
Berdasar uraian latar belakang diatas, maka manfaat penelitian dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Manfaat Bagi Penulis 

 

Memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan, serta wawasan untuk 

penulis tentang pajak daerah, khususnya pajak daerah yang ada di 

Kabupaten Langkat. 

b. Manfaat Praktis 

 

Dapat menjadi informasi pelengkap atau sebagai masukkan untuk 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak 

Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame sehingga 

pembangunan daerah Kabupaten Langkat dapat meningkat. 

c. Manfaat Teoritis 

 
Dapat menjadi sumber informasi dalam pengoptimalan Pajak Daerah 

khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran. Penelitian 

ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang literatur – literatur 

penelitian mengenai Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran 

yang dapat dijadikan sebagai referensi perluasan penelitian kedepannya. 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang 

bertujuan untuk memberi keleluasaan pada daerah dalam menggali 

potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisakan, dan 

pendapatan lain asli daerah yang sah. (Darise, 2009, Hal.33) 

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasar peraturan 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan daerah yang kenyataanya belum mampu 

meyokong pertumbuhan daerah dan ini mengharuskan pemerintah 

daerah untuk terus meningkatkan potensi pendapatan pendapatan asli 

daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil retribusi daerahh, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan pendapatan lain asli daerah 

yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 
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daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

2.1.2 Pajak Daerah 

 
a. Pengertian Pajak Daerah 

 

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 

2011, Hal.12) 

Menurut UU No.28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak 

daerah adalah sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang- 

undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan 

dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yakni : 

a) Pajak Provinsi, yang diantaranya : 

 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 

4) Pajak Air Permukaan 

 

5) Pajak Rokok 

 

b) Pajak Kabupaten/ Kota, yang diantaranya : 

 

1) Pajak Hotel 
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2) Pajak Restoran 

 

3) Pajak Hiburan 

 

4) Pajak Reklame 

 

5) Pajak Penerangan Jalan 

 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan 

 

7) Pajak Parkir 

 

8) Pajak Air Tanah 

 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdeaan dan Perkotaan 

 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

b. Fungsi Pajak Daerah 

 

Menurut Zulia Hanum (2010) Pajak adalah iuran masyarakat 

kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat 

dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung yang 

dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 

Pajak memiliki peranann penting dalam menjalankan 

pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena 

pajak adalah sumber pendapatan negara yang membiayai semua 

pengeluaran negara khususnya pengeluaran untuk pembangunan 

negara. Berdasar pengertian di atas pajak daerah mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 
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a) Fungsi Penganggaran (Budgetair) 

 

Disini pajak berfungsi untuk membiayai segala jenis 

pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. 

b) Fungsi Pengaturan (Regulerend) 

 

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi 

dengan kebijakan pajak. Dengan sistem pengaturan, pajak bisa 

digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Misalnya dalam 

tujuan melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menaikkan bea masuk tang tinggi untuk produk dari luar negeri. 

c) Fungsi Stabilitas 

 

Melalui fungsi stabilitas, pemerintah memiliki cukup dana 

untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas 

harga sehingga mampu mengendalikan laju inflasi. Kebijakan 

ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. 

d) Fungsi Redistribusi Pendapatann 
 

Hasil pungutan pajak yang didapat akan dialokasikan 

untuk pembangunan negara secara merata sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja baru, yang berdampak pada 

meningkatnya pendapatan masyarakat. 
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2.1.3 Pajak Hiburan 

 
a. Pengertian Pajak Hiburan 

 

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan 

hiburan dan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis dari 

tontonan, permainan, pertunukan, dan atau keramaian lain yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran (Abuyamin, 2010, Hal.472). 

Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 yang dimaksud 

pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, 

tontonan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran. Jadi Pajak Hiburan dipungut atas jasa penggelaran hiburan 

dengan dipungut bayaran untuk menikmatinya. 

b. Objek Pajak Hiburan 

 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 42, objek pajak 

hiburan ialah setiap penyelenggaraan hiburan yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

a. Tontonan Film 

 

b. Pergelaran kesenian, music, busana, dan tari 

 

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 

 

d. Pameran 

 

e. Diskotik, club malam, karaoke, dan sejenisnya 

 

f. Sirkus, sulap, dan acrobat 

 

g. Permainan billiar, golf, dan bowling 

 

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 
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i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran 

 

j. Pertandingan olahraga 

 

c. Subjek Pajak Hiburan 

 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 43 yang berbunyi 

“setiap orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau 

menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan”. 

d. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

 

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut UU No.28 Tahun 

2009 Pasal 44 adalah : 

1) Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan 

2) Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan termasuk potongan dan harga tiket 

cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

e. Tarif Pajak Hiburan 

 

Dasar tarif pajak hiburan menurut UU No.28 Tahun 2009 

Pasal 45, tarif pajak hiburan paling tinggi ditetapkan sebesar 35% 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/ 

kabupaten memiliki hak untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda 

dengan daerah kota/ kabupaten lain asalkan tidak melebihi 35%. 

Terkhusus untuk pergelaran kontes kecantikan, busana, 

karaoke, diskotik, permainan ketangkasan, club malam, mandi uap/ 

spa, dan panti pijat, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi adalah 
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75% dan untuk hiburan kesenian rakyat/ tradisional tarif pajak 

ditetapkan paling tinggi adalah 10%. 

Secara umum, untuk perhitungan besaran pokok pajak 

hiburan yang terutang dapat menggunakan rumus seperti di bawah 

ini : 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Yang 

Diterima Atau Yang Seharusnya Diterima Dari 

Hiburan 

2.1.4 Pajak Parkir 

 
a. Pengertian Pajak Parkir 

 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 dan 32, 

pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 

diluar badan jalain, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang 

dimaksud dengan parkir ialah kondisi kendaraan yang sedang tidak 

bergerak yang tidak bersifat sementara (Siahaan, 2010, Hal.469). 

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir 

 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1, objek dari 

pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
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penitipan kendaraan bermotor. Berikut yang termasuk tempat parkir 

diluar badan jalan pada UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1 yang 

dapat dikenakan pajak parkir: 

a) Gedung parkir 

 

b) Peralatan parkir 

 

c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 

 

d) Tempat penitipan kendaraan bermotor 

 

Tidak termasuk dari objek pajak parkir menurut UU No.28 

Tahun 2009 Pasal 62 ayat 2 ialah : 

a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah 

b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri 

c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik 

d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah 

c. Subjek Pajak Parkir 

 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 63, subjek dari pajak 

parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir 

kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang 

pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir (Siahaan, 

2010, Hal.473). 
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d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir 

 

Pajak Parkir dibayarkan oleh pengusaha/ pengelola yang 

menyediakan jasa tempat parkir dengan pungutan bayaran. 

Pengusaha/ pengelola tersebut dengan otomatis termasuk wajib 

pajak yang wajib membayar pajak parkir terutang. Konsumen yang 

memakai jasa tempat parkir adalah subjek pajak yang menanggung 

pajak dan pengusaha/ pengelola yang menyediakan tempat parkir 

dengan pungutan bayaran sebagai wajib pajak yang diberi 

kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak (konsumen). 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 64, dasar pengenaan 

pajak parkir ialah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya 

dibayar tersebut termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma 

– Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir (Siahaan, 2010, 

Hal.474). 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 65, tarif pajak parkir 

tertinggi yang ditetapkan adalah 30% dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah kabupaten/ kota masing-masing. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/ kota 

untuk menetapkan tarif pajak parkir yang lebih sesuai dengan 

kondisi masing – masing daerah kabupaten/ kota asalkan tidak 

melebih tarif pajak parkir yang sudah ditetapkan yakni 30% 

(Siahaan, 2010, Hal.475). 



20 
 

 

 

 

Perhitungan pajak parkir dapat menggunakan rumus 

(Siahaan, 2010, Hal.475) : 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Atau Yang 

Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara Tempat 

Parkir 

2.1.5 Pajak Restoran 

 

a. Pengertian Pajak Restoran 

 
Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22, Pajak 

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Pajak restoran ialah pengenaan pajak pelayanan di 

restoran, dan restoran adalah tempat menikmati makanan dan 

minuman yang disajikan dengan dipungut bayaran (Sugianto. 2008. 

Hal.43). 

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran 

 
Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 37, yang menjadi 

objek pajak dalam pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan 

restoran. Pelayanan yang disediakan diantaranya pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat 

lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang 
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nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

c. Subjek Pajak Restoran 

 
Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 38, yang menjadi 

subjek pajak restoran adalah orang pribadi ataupun badan yang 

membeli makanan ataupun minuman yang ada di restoran atau 

orang yang berusaha di bidang restoran. Tarif tertinggi dari pajak 

restoran adalah 10% dan diatur dalam peraturan daerah. Pajak 

Restoran dikutip oleh wilayah tempat restoran beroperasi. 

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak 

Restoran 

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 39, yang menjadi 

dasar dalam pemungutan dari pajak restoran ialah jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 40, besaran dari tarif 

pajak restoran yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif 

pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 41, Besaran pokok 

Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima. Pajak Restoran yang terutang dipungut oleh wilayah 

daerah tempat restoran berlokasi. 
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2.1.6 Pajak Reklame 

 

a. Pengertian Pajak Reklame 

 
Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27, 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame. Reklame 

yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Jadi, Reklame adalah 

media pesan yang digunakan produsen untuk meyakinkan 

konsumen. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 

yang menyelenggarakan Reklame. 

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame 

 
Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 47 ayat 1 dan 2, yang 

menjadi objek Pajak Reklame adalah semua penyelengaraan 

reklame. Objek Pajak Reklame meliputi : 

a) reklame papan, 

 

b) reklame kain, 

 

c) reklame melekat/ stiker, 

 

d) reklame selebaran, 

 

e) reklame berjalan, 

 

f) reklame udara, 

 

g) reklame apung, 

 

h) reklame suara, deklame film/ slide, 



23 
 

 

 

 

i) reklame peragaan. 

 

Berdasar ayat 3 pasal 47 UU No.28 Tahun 2009 yang tidak 

termasuk objek Pajak Reklame diantaranya : 

a) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

b) label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 

produk sejenis lainnya 

c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 

profesi tersebut 

d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah 

e) penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

c. Subjek Pajak Reklame 

 
Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 48, yang menjadi 

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan 

sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak 

Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal 

Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga 

tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 
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d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak 

Reklame 

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 49, Dasar pengenaan 

Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika Reklame 

diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak Reklame. Jika Reklame diselenggarakan 

sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor 

jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka 

waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 

Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 50, Tarif Pajak 

Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

2.1.7 Efektivitas 

 
Menurut (Julita, 2014), efektivitas adalah hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan 

Operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapat 

tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. 

Indikator efektivitas menunjukkan jangkauan akibat dan 

dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai 

tujuan program. Semakin besar kontribusi output dalam mencapai 

tujuan, semakin efektif program tersebut (Mardiasmo 2017, hal.134). 

Berikut adalah Interprestasi Kriteria Efektivitas : 
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Tabel 2.1 

Interprestasi Kriteria Efektivitas 

Persentasi Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996) 

 
2.1.8 Kontribusi 

 
Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang 

diberikan bersama dengan pihak lain sebagai tujuan biaya bersama. 

Kontribusi dalam pengertian ini bisa diartikan sebagai sumbangan, 

sokongan, atau dukungan yang diberikan untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini,kontribusi 

dapat diartikan sebagai sumbangan, sokongan, atau dukungan yang 

diberikan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, dan Pajak Restoran dapat dihitung menggunakan rumus 

(Abiddin, 2017) : 

Pn = (QXn : QYn) x 100% 

 
Keterangan : 

 
Pn = Kontribusi Pajak Hiburan / Pajak Parkir / Pajak Restoran/ Pajak 

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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QXn = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan / Pajak Parkir / Pajak 

Restoran 

QYn = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

N = Tahun / Periode 

Berikut ini adalah table untuk menilai kontribusi dari Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, dan Pajak Restoran : 

Tabel 2.2 

Interprestasi Kriteria Kontribusi 

Persentasi Kriteria 

0.00% – 10% Sangat Kurang 

10.10% – 20% Kurang 

20.10% – 30% Sedang 

30.10% – 40% Cukup baik 

40.10% - 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996) 

 
2.2 Penelitian Terdahulu 

 
Berikut ini adalah Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan 

menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini : 

 

No Nama Judul Hasil 

1 Ros Indah 

Zulnariaty 

Nasution (2022) 

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN 

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN PADANG 

LAWAS 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerimaan pajak Restoran pada 

Kabupaten Padang Lawas cukup besar. 

Menunjukan bahwa efektivitas 

penerimaan pajak Restoran selama lima 

tahun     terakhir     adalah     fluktuasi. 

Sementara    untuk    kontribusi    pajak 



27 
 

 

 

 
   restoran terhadap penerimaan 

pendapatan asli daerah adalah cukup 

berkontribusi. Disisi lain efektivitas dan 

kontribusi pajak Restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah menunjukan 

tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukan 

bahwa Kabupaten Padang Lawas sudah 

baik dalam mengelola penerimaan pajak 

Restoran. 

2 Nurul Hasanah 

(2017) 

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN 

KONTRIBUSI PENERIMAAN 

PAJAK REKLAME DALAM 

MENIGKATKAN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA 

BINJAI 

Berdasarkan hasil perhitungan dan 

analisis efektivitas dan kontribusi 

penerimaan pajak reklame dapat 

disimpulkan bahwa penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2012-2016 masih 

belum efektif. Kontribusi penerimaan 

pajak reklame dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

cenderung mengalami penurunan pada 

setiap tahunnya. Hal tersebut 

disebabkan karena tidak adanya 

konfirmasi dari pihak advertising 

mengenai lanjut atau tidaknya 

pemasangan reklame serta 

hambatanhambatan intern lainnya 

seperti kurang tegasnya sanksi yang 

diberikan kepada wajib pajak. 

3 Mhd. Fiki Brata 

Hidayat (2018) 

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN 

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN 

PAJAK RESTORAN TERHADAP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah penerimaan pendapatan asli 

daerah tahun 2013-2017 meningkat dari 
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  PENINGKATAN PENDAPATAN tahun ke tahun namun realisasi pajak 

ASLI DAERAH KABUPATEN hotel dan restoran Kabupaten Asahan 

ASAHAN 
 

pada tahun 2013-2017 tidak mencapai 

  
target yang ditetapkan. Persentase 

  
tingkat efektivitas pajak hotel tahun 

  
2013-2017 mengalami fluktuasi dengan 

  
rata-rata sekitar 56.68%, yang 

  
menunjukkan bahwa   kinerja   dalam 

  
pemungutan pajak hotel masih dalam 

  
kriteria tidak efektif. Sedangkan 

  
persentase rata-rata tingkat efektivitas 

  
pajak restoran adalah sekitar 75.34%, 

  
yang menunjukkan bahwa kinerja 

  
dalam pemungutan pajak restoran 

  
dalam kriteria kurang efektif. 

  
Persentase kontribusi pajak  hotel dan 

  
pajak restoran keduanya masih 

  
tergolong kecil dimana rata-rata hanya 

  
0.23% untuk pajak hotel dan 0.64% 

  
untuk pajak restoran, yang berarti masih 

  
dalam kategori relatif tidak 

  
berkontribusi terhadap peningkatan 

  
pendapatan   asli   daerah Kabupaten 

  
Asahan. 

4 Irza Shalsabila 

(2022) 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK 

 

HIBURAN DALAM 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

 

dilakukan menunjukan bahwa 

  
MENINGKATKAN PENDAPATAN penerimaan pajak   hiburan   termasuk 

  
ASLI DAERAH   KOTA   MEDAN kriteria sangat   kurang   berkontribusi 

  
PADA BADAN PENGELOLA dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
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  PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

KOTA MEDAN 

Daerah Kota Medan, dan terjadi 

ketidakberhasilnya laju pertumbuhan 

penerimaan pajak hiburan, sehingga 

tingkat efektivitas pajak hiburan berada 

pada kriteria kurang efektif. 

5 Siti Fauziah 

(2021) 

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN 

 

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN 

Hasil penenlitian efektivitas pajak 

 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir 

  
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK pada tahun 2016 - 2020 sangat efektif. 

  
PARKIR DALAM Kontribusi pajak restoran tahun 2016 - 

  
MENINGKATKAN PENDAPATAN 2020 sangat berkontribusi, untuk pajak 

  
ASLI DAERAH KECAMATAN hiburan tahun   2016   -   2020   tidak 

  
HAMPARAN PERAK berkontribusi, dan untuk pajak parkir 

   
tahun 2016 - 2020 kurang berkontribusi. 

 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

 
Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang suatu hubungan 

antara konsep – konsep atau variable – variable yang diukur melalui penelitian 

ini. Kerangka konseptual juga mengenai hubungan teori dengan berbagai 

macam faktor yang sudah di identifikasi. Badan Pendapatan Daerah Kab. 

Langkat adalah unsur pemerintahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, 

retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. 

Bapenda Langkat mempunyai tugas dalam mengutip semua pajak 

daerah. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada pajak daerah khususnya 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah beberapa sumber 

pendapatan pajak dari daerah. Untuk mengukur efektivitas dari penerimaan 
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Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, bisa dilihat 

melalui kriteria efektif atau tidak efektif. Semakin tinggi efektivitas dari pajak 

yang diterima maka semakin baik pertumbuhann penerimaan pajaknya yang 

berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan begitu juga 

sebaliknya, jika efektivitas penerimaan pajak menurun, maka dapat di 

indikasikan bahwa pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak 

Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame kurang maksimal/ optimal. 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang 

efektif dapat berperan dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli 

Daerah. Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pajak daerah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame 

dalam memberikan sokongan atau sumbangan dalam penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah, 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah dengan 

membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah ( Pajak Hiburan, Pajak 

Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame ) periode 2018 - 2022 dengan 

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode 2018 - 2022. Jika hasil 

perbandingannya bernilai besar ( >30,01% ) maka peranan dari penerimaan 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam 

berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup baik, sebaliknya jika 

hasil perbandingannya bernilai kecil ( <30,01% ) maka peranan dari penerimaan 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam 

berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai kecil (Mahmudi, 2010, 

Hal,145). 
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Berdasar uraian diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka 

konseptual dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas Dan 

Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame 

Dalam Meningkatkan Pendapan Asli Daerah Kabupaten Langkat sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan mengkaji data kedalam bentuk deskriptif atau uraian. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menganalisis serta menginterprestasikan data yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang ada dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data 

primer) dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesimpulan. 

Penelitian kualitatif deskriptif ini adalah metode penelitian yang 

menggambarkan/ mendeskripsikan temuan variable dilapangan sehingga tidak 

memerlukan skala hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta, 

fenomena, variabel, dan keadaan yang sedang terjadi pada saat penelitian 

dilakukan dengan menyuguhkan apa adanya. 

3.2 Defenisi Operasional 

 

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah 
 

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang bersumber dari keuangan daerah yang didapatkan 

daeri wilayah daerah bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah bersumber 

dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, 

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuannya untuk membiayai 

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri sebagai upaya 
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dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagai wujud asas 

desentralisasi. Indikator dari Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah 

pendapatan yang diterima daerah dalam satu periode. 

3.2.2 Pajak Hiburan 

 

Pajak hiburan ialah pajak atas penyelengaraan/terselengaranya 

hiburan. Hiburan. Yang termasuk hiburan disini adalah semua jenis dari 

tontonan, permainan, pertunjukan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan cara dipungut bayaran. Penerimaan pajak hiburan berpengaruh 

pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu 

sumber utama dari penerimaan pajak daerah yang akan digunakan untuk 

meningkatkan pembangunan daerah. Indikator dari pajak hiburan adalah 

jumlah pendapatan pajak hiburan yang diterima daerah dalam satu 

periode. 

Efektivitas dari Pajak Hiburan adalah ukuran atau nilai yang 

didapat antara realisasi pendapatan pajak hiburan terhadap target dari 

pajak hiburan. Disini penulis menggunakan rumus : 

Efektivitas Pajak Hiburan = (Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan / 

Target Pajak Hiburan) x 100% 

Kontribusi dari Pajak Hiburan adalah ukuran atau nilai yang 

didapat antara realisasi pendapatan pajak hiburan terhadap realisasi 

pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus: 

Kontribusi Pajak Hiburan = (Realisasi Pajak Hiburan / Pendapatan Asli 

Daerah) x 100%. 
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3.2.3 Pajak Parkir 

 

Pajak parkir ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan 

tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan suatu pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha seperti penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. Indikator dari pajak parkir adalah 

jumlah pendapatan pajak parkir yang diterima daerah dalam satu 

periode. 

Efektivitas dari Pajak Parkir adalah ukuran atau nilai yang didapat 

antara realisasi pendapatan pajak parkir terhadap target dari pajak 

parkir. Disini penulis menggunakan rumus : 

Efektivitas Pajak Parkir = (Realisasi Penerimaan Pajak Parkir / Target 

Pajak Parkir) x 100% 

Kontribusi dari Pajak Parkir adalah ukuran atau nilai yang didapat 

antara realisasi pendapatan pajak Parkir terhadap realisasi pendapatan 

asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus : 

Kontribusi Pajak Parkir = (Realisasi Pajak Parkir / Pendapatan Asli 

Daerah) x 100% 

3.2.4 Pajak Restoran 

 

Pajak restoran adalah pajak yang ditujukan pada wajib pajak 

orang pribadi atau badan atas jasa penyediaan makanan atau minuman 

oleh restoran/ warung makan/ rumah makan yang di pungut bayaran dan 

dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas 
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pembayaran pajak tersebut. Indikatorr dari pajak restoran adalah jumlah 

pendapatan pajak restoran yang diterima daerah dalam satu periode. 

Efektivitas dari Pajak Restoran adalah ukuran atau nilai yang 

didapat antara realisasi pendapatan pajak restoran terhadap target dari 

pajak restoran. Disini penulis menggunakan rumus : 

Efektivitas Pajak Restoran = (Realisasi Penerimaan Pajak Restoran / 

Target Pajak Restoran) x 100% 

Kontribusi dari Pajak Restoran adalah ukuran atau nilai yang 

didapat antara realisasi pendapatan pajak restoran terhadap realisasi 

pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus: 

Kontribusi Pajak Restoran = (Realisasi Pajak Restoran / Pendapatan 

Asli Daerah) x 100% 

3.2.5 Pajak Reklame 

 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame yang dimaksud adalah alat, perbuatan, benda, atau media yang 

bersifat komersial, dan ditujukan untuk menganjutkan, 

memperkenalkan, atau memuji suatu barang, jasa, orang, atau untuk 

mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang 

ditempatkan sehingga dapat dilihat, dibaca, dan atau diperdengarkan 

dari suatu tempat umum. 

Efektivitas dari Pajak Reklame adalah ukuran atau nilai yang 

didapat antara realisasi pendapatan pajak reklame terhadap target dari 

pajak reklame. Disini penulis menggunakan rumus : 
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Efektivitas Pajak Reklame = (Realisasi Penerimaan Pajak Reklame / 

Target Pajak Reklame) x 100% 

Kontribusi dari Pajak Reklame adalah ukuran atau nilai yang 

didapat antara realisasi pendapatan pajak reklame terhadap realisasi 

pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus: 

Kontribusi Pajak Reklame = (Realisasi Pajak Reklame / Pendapatan 

Asli Daerah) x 100% 

3.2.6 Efektivitas 

 

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tercapainya 

tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dapat dikatakan 

efektif apabila pada proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran 

akhir kebijakan (Spending Wisely). 

Rumus Perhitungan Efektivitas : 

(Realisasi Penerimaan Pajak xxx / Target Pajak xxx ) x 100% 
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Tabel 3.1 

Interprestasi Kriteria Efektivitas 

Persentasi Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996) 

 

 

 
 

3.2.7 Kontribusi 

 

Kontribusi adalah sokongan, sumbangan, atau dukungan terhadap 

suatu kegiatan, Kontribusi disini adalah ukuran untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam menigkatkan pendapatan 

asli daerah. 

(Abiddin, 2017) Rumus Perhitungan Kontribusi : 

( Realisasi Pajak xxx / Realisasi Pendapatan Asli Daerah ) x 100% 

 
Tabel 3.2 

Interprestasi Kriteria Kontribusi 

Persentasi Kriteria 

0.00% – 10% Sangat Kurang 

10.10% – 20% Kurang 

20.10% – 30% Sedang 

30.10% – 40% Cukup baik 

40.10% - 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996) 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
3.3.1 Tempat Penelitian 

 
Pada penulisan proposal ini, objek penelitian tempat penulis 

melakukan penelitian adalah kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Langkat yang berada di Jl. T. Imam Bonjol No. 1 

Kec.Stabat, Kab. Langkat. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

 
Penelitian dimulai pada bulan 14 Februari – Selesai. Berikut 

adalah rincian waktu penelitian yang disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 

Waktu Penelitian 

No. Aktivitas Penelitian Waktu 

1 Pengajuan Judul 24 Desember 2022 

2 Persetujuan Judul 15 Februari 2023 

3 Penelitian Pendahuluan (Prariset) 14 Februari – 16 Mei 2023 

4 Penyusunan Proposal 16 Februari – 7 April 2023 

5 Pembimbingan Proposal 26 Maret – 8 April 2023 

6 Seminar Proposal 13 April 2023 

7 Penyempurnaan Proposal 1 Mei - 14 Mei 

8 Pengumpulan Data 20 Mei 2023 – 19 Juni 2023 

9 Pengolahan Dan Analisis Data 20 Mei 2023 – 19 Juni 2023 

10 Penyusunan Skripsi 20 Mei 2023 – 19 Juni 2023 

11 Pembimbingan Skripsi 20 Juni 2023 – 22 Juni 2023 

12 Sidang Meja Hijau 27 Juli 2023 

13 Penyempurnaan Skripsi 28 Juli 2023 - Selesai 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
3.4.1. Jenis Data 

 

a. Kuantitatif 

 

Data yang penulis dapatkan dari proses dokumentasi di 

Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat adalah data kuantitatif. 

Data ini adalah nominal target dan realisasi dari penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai tahun 2022. 

b. Kualitatif 

 

Data yang penulis dapatkan dari proses wawancara di Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Langkat adalah data kualitatif. Data ini 

penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan staff yang ada di 

kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat, analisis dokumen, 

diskusi ataupun data-data yang mendukung penulis seperti buku- 

buku bacaan, karya-karya ilmiah, dan juga website. 

3.4.2. Sumber Data 

 

a. Data Primer 

 
Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara yang 

penulis laksanakan dengan tanya jawab secara langsung kepada staff 

terkait di Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat untuk memenuhi 

informasi dalam melaksanakan penelitian ini. 

b. Data Skunder 

 

Data skunder pada penelitian ini berupa arsip dokumen 

tentang target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, 
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Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame yang penulis 

dapatkan dengan cara memfoto dan menggandakan lampiran 

laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 

sampai tahun 2022. 

3.4.3. Instrumen Pengumpulan data 

 

a. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di jalankan dan 

dipergunakan untuk melengkapi data dari variable penelitian 

(Arikunto, 2014, hal.274). 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

berwujud arsip dokumen berupa target dan Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak 

Parkir dengan cara memfoto laporan Target dan Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sampai tahun 2022. 

b. Wawancara 

 

Wawancara ialah percakapan dengan dua belah pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Moleong, 

2013, hal.186) 

Disini penulis mewawancarai beberapa responden atau 

informan dari staff kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat 

untuk mendapatkan informasi dan data untuk dipergunakan dalam 

melaksanakan penelitian. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data adalah salah satu tahap/ proses pada suatu 

penelitian yang berupa penyusunan dan pengelolaan data untuk menafsirkan 

data yang diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode 

Analisis Deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode analisis 

dimana data kuantitatif (berbentuk angka-angka) yang telah dikumpulkan 

dan dikelompokkan/ digolongkan kemudian dianalisis untuk memperoleh 

suatu gambaran yang sebenarnya sehingga dapat di tarik kesimpulan, 

Adapun analisis kuantitatif yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi berdasarkan data yang penulis 

peroleh. Berikut adalah tahapan penulis dalam Teknik analisis data : 

1. Mengumpulkan data-data target dan realisasi dari Pendapatan Asli 

Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak 

Reklame pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Langkat. 

2. Melakukan wawancara dengan pihak BAPENDA Langkat yang 

selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis data yang didapat dari 

wawancara penulis dengan pihak BAPENDA Langkat 

3. Melakukan analisis efektivitas dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terhadap target dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, 

Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 

2022. 
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4. Melakukan analisis kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dengan menarik 

kesimpulan dari pengolahan data yang sudah dilakukan. 



 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 
 

 

 

 

 

4.1 Deskripsi Data 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli 

Daerah dan Pajak Daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak 

Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data primer dan skunder yang diperoleh melalui hasil 

wawancara dengan salah satu staff yang ada di kantor Badan Pendapatan 

Daerah Langkat dan berupa arsip dokumen yang diberikan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Arsip dokumen yang berhasil penulis 

dapatkan disini adalah laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 

Selanjutnya dari data arsip dokumen yang penulis dapatkan akan 

dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui seberapa efektif 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat, khususnya Pajak Hiburan, Pajak 

Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 

2022 terhadap target penerimaan yang sudah ditetapkan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

yang diberikan dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat, khususnya 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tahun 2018 
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sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan  Asli 

Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 

4.2 Analisis Data 

 

4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Hiburan 
 

a. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan 

 
Analisis Efektivitas Pajak Hiburan adalah sebuah analisis 

untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah 

direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Hiburan dihitung dengan 

cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan 

Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Hiburan 

Kabupaten Langkat. 

Rumus Efektivitas Pajak Hiburan 

 
= (Realisasi Pajak Hiburan : Target Pajak Hiburan) x 100% 

 
Tabel 4.1 

Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Target Persentase Kriteria 

2018 31.060.000 30.000.000 103,5 Sangat Efektif 

2019 34.810.000 30.000.000 116 Sangat Efektif 

2020 20.755.000 40.000.000 51,9 Tidak Efektif 

2021 24.270.000 40.000.000 60,7 Kurang Efektif 

2022 23.603.000 40.000.000 59,1 Tidak Efektif 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 
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Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis 

efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 

2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 

2018 sampai dengan tahun 2019 efektivitas dari penerimaan pajak 

hiburan meningkat sebesar 12,5% dan berada di persentase tertinggi 

yakni 116% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 51,9% yang dikategorikan tidak 

efektif. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan 9,8% menjadi sebesar 

60,7% dan ini dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2022 

kembali mengalami penurunan sebesar 1,6% menjadi 59,1% dan ini 

dikategorikan tidak efektif. 

b. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan 

 
Analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan adalah 

analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hiburan 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat. Analisis kontribusi Pajak Hiburan dapat dihitung dengan 

cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan 

Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat. 

Rumus Kontribusi Pajak Hiburan 

 
= (Realisasi Pajak Hiburan : Pendapatan Asli Daerah) x 100% 
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Tabel 4.2 

Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Realisasi PAD Persentase Kriteria 

2018 31.060.000 136.680.578.541 0,022 Sangat Kurang 

2019 34.810.000 167.523.076.879 0,020 Sangat Kurang 

2020 20.755.000 168.843.723.199 0,012 Sangat Kurang 

2021 24.270.000 158.480.919.771 0,015 Sangat Kurang 

2022 23.603.000 140.628.891.267 0,016 Sangat Kurang 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 

 
Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi 

penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

menunjukkan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan dan secara 

keseluruhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat 

Sangat Kurang berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat. 

4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Parkir 

 

a. Analisis Efektivitas Pajak Parkir 

 
Analisis Efektivitas Pajak Parkir adalah sebuah analisis 

untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah 

direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Parkir dihitung dengan cara 
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membandingkan realisasi penerimaan Pajak Parkir Kabupaten 

Langkat dengan target penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat. 

Rumus Efektivitas Pajak Parkir 

 
= (Realisasi Pajak Parkir : Target Pajak Parkir) x 100% 

 
Tabel 4.3 

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Target Persentase Kriteria 

2018 10.621.200 10.000.000 106,2 Sangat Efektif 

2019 30.741.200 12.000.000 256,1 Sangat Efektif 

2020 17.060.800 17.060.800 100 Sangat Efektif 

2021 38.851.200 30.000.000 129,5 Sangat Efektif 

2022 40.000.000 71.508.200 55,9 Tidak Efektif 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 

 
Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis 

efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 

sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 

sampai tahun 2021 penerimaan dari Pajak Parkir Kabupaten Langkat 

terus berada dikategori sangat efektif dengan puncak efektivitas 

tertinggi pada tahun 2019 sebesar 256,1%. Pada tahun 2022 

mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 73,6% 

menjadi 55,9% dan dikategorikan tidak efektif. 

b. Analisis Kontribusi Pajak Parkir 

 
Analisis kontribusi penerimaan Pajak Parkir adalah analisis 

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang 
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dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Parkir Kabupaten 

Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. 

Analisis kontribusi Pajak Parkir dapat dihitung dengan cara 

membandingkan realisasi penerimaan Pajak Parkir Kabupaten 

Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Langkat. 

Rumus Kontribusi Pajak Parkir 

 
= (Realisasi Pajak Parkir : Pendapatan Asli Daerah) x 100% 

 
Tabel 4.4 

Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Realisasi PAD Persentase Kriteria 

2018 10.621.200 136.680.578.541 0,007 Sangat Kurang 

2019 30.741.200 167.523.076.879 0,018 Sangat Kurang 

2020 17.060.800 168.843.723.199 0,010 Sangat Kurang 

2021 38.851.200 158.480.919.771 0,024 Sangat Kurang 

2022 40.000.000 140.628.891.267 0,028 Sangat Kurang 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 

 
Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi 

penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

menunjukkan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2019 

mengalami kenaikan sebesar 0,011% menjadi 0,18% (Sangat 

Kurang berkontribusi). Pada tahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar 0,008% menjadi 0,010% (Sangat Kurang berkontribusi) dan 
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pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 

0,014% dan 0,004% menjadi 0,024% (Sangat Kurang berkontribusi) 

dan 0,028% (Sangat Kurang berkontribusi). 

4.2.3 Analisis Penerimaan Pajak Restoran 

 

a. Analisis Efektivitas Pajak Restoran 

 
Analisis Efektivitas Pajak Restoran adalah sebuah analisis 

untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah 

direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan 

cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat. 

Rumus Efektivitas Pajak Restoran 

 
= (Realisasi Pajak Restoran : Target Pajak Restoran) x 100% 

 
Tabel 4.5 

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Target Persentase Kriteria 

2018 2.285.474.596 1.900.000.000 120,2 Sangat Efektif 

2019 2.491.191.239 2.200.000.000 113,2 Sangat Efektif 

2020 2.405.929.196 2.500.000.000 96,2 Efektif 

2021 2.394.173.301 2.500.000.000 95,7 Efektif 

2022 3.706.551.745 2.500.000.000 148,2 Sangat Efektif 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 
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Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis 

efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 

2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 

2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana 

pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 120,2% (sangat 

efektif), mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 7% menjadi 

113,2% (sangat efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 

sebesar 17% menjadi 96,2% (efektif), dan mengalami penurunan 

lagi pada tahun 2021 sebesar 0,5% menjadi 95,7% (efektif). Pada 

tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Restoran kembali 

mengalami kenaikan sebesar 52,5% menjadi 148,2% (sangat efektif) 

dan ini adalah efektivitas penerimaan pajak restoran terbesar sejak 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 

b. Analisis Kontribusi Pajak Restoran 

 
Analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran adalah 

analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat. Analisis kontribusi Pajak Restoran dapat dihitung dengan 

cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat. 

Rumus Kontribusi Pajak Restoran 
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= (Realisasi Pajak Restoran: Pendapatan Asli Daerah) x 100% 

 
Tabel 4.6 

Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Realisasi PAD Persentase Kriteria 

2018 2.285.474.596 136.680.578.541 1,672 Sangat Kurang 

2019 2.491.191.239 167.523.076.879 1,487 Sangat Kurang 

2020 2.405.929.196 168.843.723.199 1,424 Sangat Kurang 

2021 2.394.173.301 158.480.919.771 1,510 Sangat Kurang 

2022 3.706.551.745 140.628.891.267 2,635 Sangat Kurang 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 

 
Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi 

penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

terus mengalami penurunan dari 1,672% (kurang berkontribusi), 

1,487% (kurang berkontribusi), dan 1,424% (kurang berkontribusi). 

Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,086% dan 

1,125% menjadi 1,510% (kurang berkontribusi) dan 2,635% (Sangat 

Kurang berkontribusi). 

4.2.4 Analisis Penerimaan Pajak Reklame 

 

a. Analisis Efektivitas Pajak Reklame 

 
Analisis Efektivitas Pajak Reklame adalah sebuah analisis 

untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses 
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kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah 

direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Reklame dihitung dengan 

cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Langkat. 

Rumus Efektivitas Pajak Reklame 

 
= (Realisasi Pajak Reklame : Target Pajak Reklame) x 100% 

 
Tabel 4.7 

Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Target Persentase Kriteria 

2018 902.059.100 1.200.000.000 75,1 Kurang Efektif 

2019 603.883.800 1.200.000.000 50,3 Tidak Efektif 

2020 543.081.500 1.200.000.000 45,2 Tidak Efektif 

2021 486.234.300 1.200.000.000 40,5 Tidak Efektif 

2022 727.508.700 1.200.000.000 60,6 Kurang Efektif 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 

 
Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis 

efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 

2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 

2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana 

pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 75,1% (kurang 

efektif), mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 24,8% 

menjadi 50,3% (tidak efektif), mengalami penurunan lagi pada 

tahun 2020 sebesar 5,1% menjadi 45,2% (tidak efektif), dan 

mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 4,7% menjadi 



53 
 

 

 

 

40,5% (tidak efektif). Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak 

Restoran mengalami kenaikan sebesar 20,1% menjadi 60,6% 

(kurang efektif) dan ini adalah efektivitas penerimaan pajak reklame 

terbesar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 

b. Analisis Kontribusi Pajak Reklame 

 
Analisis kontribusi penerimaan Pajak Reklame adalah 

analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat. Analisis kontribusi Pajak Reklame dapat dihitung dengan 

cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat. 

Rumus Kontribusi Pajak Reklame 

 
= (Realisasi Pajak Reklame : Pendapatan Asli Daerah) x 100% 

 
Tabel 4.8 

Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten 

Langkat Tahun 2018 – 2022 

Tahun Realisasi Realisasi PAD Persentase Kriteria 

2018 902.059.100 136.680.578.541 0,659 Sangat Kurang 

2019 603.883.800 167.523.076.879 0,360 Sangat Kurang 

2020 543.081.500 168.843.723.199 0,321 Sangat Kurang 

2021 486.234.300 158.480.919.771 0,306 Sangat Kurang 

2022 727.508.700 140.628.891.267 0,517 Sangat Kurang 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023) 
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Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi 

penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 

terus mengalami penurunan sebesar 0,299%, 0,039%, dan 0,015% 

menjadi 0,659% (Sangat Kurang berkontribusi), 0,360% (Sangat 

Kurang berkontribusi), 0,321% (Sangat Kurang berkontribusi), dan 

0,306% (Sangat Kurang berkontribusi). Pada tahun 2022 persentase 

kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,211% menjadi 0,517% 

(Sangat Kurang berkontribusi). 

4.3 Pembahasan 

 
4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas 

penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2019 efektivitas dari penerimaan pajak hiburan 

meningkat sebesar 12,5% dan berada di persentase tertinggi yakni 

116% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebesar 51,9% yang dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 

2021 mengalami kenaikan 9,8% menjadi sebesar 60,7% dan ini 

dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2022 kembali mengalami 
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penurunan sebesar 1,6% menjadi 59,1% dan ini dikategorikan tidak 

efektif. 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Hiburan 

Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan 

kurang efektif dengan persentase efektivitas sebesar 78,24%. 

Penerimaan Pajak Hiburan menjadi tidak efektif dimulai pada tahun 

2020 dengan persentase 51,9% dimana hal ini disebabkan pembatasan 

kegiatan pada masa covid 19 sehingga penerimaan pengusaha hiburan 

menjadi terbatas dan berdampak pada kecilnya nominal pajak yang 

pengusaha bayarkan. Pada tahun selanjutnya tahun 2021 dan 2022 

efektivitas juga di kategorikan kurang efektif dan tidak efektif karena 

pada tahun tersebut adanya wajib pajak yang sudah menutup usaha 

hiburannya karena dampak kurangnya pemasukan pada tahun 2020. 

 
 

4.3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas 

penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 

2021 penerimaan dari Pajak Parkir Kabupaten Langkat terus berada 

dikategori sangat efektif dengan puncak efektivitas tertinggi pada tahun 

2019 sebesar 256,1%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang 

cukup signifikan sebesar 73,6% menjadi 55,9% dan dikategorikan tidak 

efektif. 
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Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Parkir 

Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan 

sangat efektif dengan persentasse efektivitas sebesar 129,54%. 

Penerimaan Pajak Parkir tidak efektif hanya terjadi pada tahun 2022. 

Hal ini disebabkan naiknya target Pajak Parkir tahun 2022 yang 

ditetapkan menjadi Rp71.508.200 dan realisasi penerimaan Pajak 

Parkir sebesar Rp40.000.000. Walau tidak mencapai target yang 

ditetapkan, penerimaan ini masih bersifat positif karena penerimaan 

pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari Rp38.851.200 menjadi 

Rp40.000.000 dengan nominal kenaikan sebesar Rp1.148.800. Namun 

Target yang ditetapkan terlalu besar dari sebelumnya pada tahun 2021 

sebesar Rp.30.000.000 dan pada tahun 2022 menjadi 71.508.200. 

Target yg terlalu besar ini yang menjadi sebab penerimaan Pajak Parkir 

dikategorikan tidak efektif namun tetap positif jika melihat peningkatan 

penerimaan. Akan lebih realistis jika target penerimaan Pajak Parkir 

pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp35.000.000 dengan melihat 

besaran penrimaan tahun sebelumnya dan melihat target yang 

ditetapkan pada tahun sebelumnya. 

 
 

4.3.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas 

penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai 
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dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 

2018 persentase efektivitas sebesar 120,2% (sangat efektif), mengalami 

penurunan pada 8 tahun 2019 sebesar 7% menjadi 113,2% (sangat 

efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 17% 

menjadi 96,2% (efektif), dan mengalami penurunan lagi pada tahun 

2021 sebesar 0,5% menjadi 95,7% (efektif). Pada tahun 2022 

efektivitas penerimaan Pajak Restoran kembali mengalami kenaikan 

sebesar 52,5% menjadi 148,2% (sangat efektif) dan ini adalah 

efektivitas penerimaan pajak restoran terbesar sejak tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022. 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan 

sangat efektif dengan persentase efektivitas sebesar 114,7%. 

Penerimaan terbesar dengan peningkatan persentase efektivitas 

tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan penerimaan sebesar 

Rp3.706.551.745. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner 

Kabupaten Langkat menunjukkan trend positif dan para pengelola 

usaha kuliner juga menunjukkan kepatuhan terhadap pajak. Target yang 

ditetapkan juga sangat realistis dengan konsisten di Rp2.500.000.000 

sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Target yang realistis 

menghasilkan dampak yang positif pada trend efektivitas. 

 
 

4.3.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 
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Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas 

penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 

2018 persentase efektivitas sebesar 75,1% (kurang efektif), mengalami 

penurunan pada tahun 2019 sebesar 24,8% menjadi 50,3% (tidak 

efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 5,1% 

menjadi 45,2% (tidak efektif), dan mengalami penurunan lagi pada 

tahun 2021 sebesar 4,7% menjadi 40,5% (tidak efektif). Pada tahun 

2022 efektivitas penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan 

sebesar 20,1% menjadi 60,6% (kurang efektif) dan ini adalah efektivitas 

penerimaan pajak reklame terbesar sejak tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2022. 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan 

tidak efektif dengan persentase efektivitas sebesar 54,34%. Penerimaan 

terbesar Pajak Reklame terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 

penerimaan sebesar Rp902.059.100. Penerimaan Pajak Reklame ini 

termasuk besar hanya saja tidak pernah mencapai target yang 

ditetapkan. Target yang ditetapkan selama tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2022 konsisten di angka Rp1.200.000.000. Faktor lain yang 

menyebabkan tidak tercapainya penerimaan sesuai dengan target yang 

ditetapkan adalah tidak adanya konfirmasi dari pihak advertising 

mengenai lanjut atau tidaknya pemasangan reklame, adanya hambatan 
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/kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar 

kota, penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang 

patuh, penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan, pelayanan 

yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak, kurangnya tenaga 

lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame. Sebaiknya 

penentuan target penerimaan diturunkan di angka Rp650.000.000 

setelah melihat nominal penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 2022. 

 
 

4.3.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak 

Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa 

persentase kontribusi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus 

mengalami penurunan dan secara keseluruhan realisasi penerimaan 

Pajak Hiburan Kabupaten Langkat Sangat Kurang berkontribusi dalam 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Hiburan 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat 

dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan Sangat Kurang 

berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,17%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan 
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Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langka sangatlah kecil sekali. 

Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Hiburan tidak cukup 

besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup 

besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. 

Langkat. 

 
 

4.3.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

Setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak 

Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa 

persentase kontribusi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 

0,011% menjadi 0,18% (Sangat Kurang berkontribusi). Pada tahun 

2020 mengalami penurunan sebesar 0,008% menjadi 0,010% (Sangat 

Kurang berkontribusi) dan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 

mengalami kenaikan sebesar 0,014% dan 0,004% menjadi 0,024% 

(Sangat Kurang berkontribusi) dan 0,028% (Sangat Kurang 

berkontribusi). 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Parkir 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat 

dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan Sangat Kurang 

berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,0174%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan 
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Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langka sangatlah kecil sekali. 

Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Parkir tidak cukup 

besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup 

besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. 

Langkat. 

4.3.7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

Setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak 

Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa 

pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami 

penurunan dari 1,672% (Sangat Kurang berkontribusi), 1,487% (Sangat 

Kurang berkontribusi), dan 1,424% (kurang berkontribusi). Pada tahun 

2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,086% dan 1,125% 

menjadi 1,510% (kurang berkontribusi) dan 2,635% (Sangat Kurang 

berkontribusi). 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat 

dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan kurang 

berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 1,7456%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat sedikit berkontribusi. 

Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Restoran tergolong 
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cukup besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang 

cukup besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kab. Langkat. 

 

 

 

4.3.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

Setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak 

Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa 

pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami 

penurunan sebesar 0,299%, 0,039%, dan 0,015% menjadi 0,659% 

(tidak 12 berkontribusi), 0,360% (Sangat Kurang berkontribusi), 

0,321% (Sangat Kurang berkontribusi), dan 0,306% (Sangat Kurang 

berkontribusi). Pada tahun 2022 persentase kontribusi mengalami 

kenaikan sebesar 0,211% menjadi 0,517% (Sangat Kurang 

berkontribusi). 

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat 

dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan Sangat Kurang 

berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,4326%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langka sangatlah kecil sekali. 
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Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Reklame tidak cukup 

besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup 

besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. 

Langkat. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasar hasil pembahasan dan analisis yang sudah dibahas sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Kurang Efektif. Efektivitas 

Pajak Parkir Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 

(5 Tahun) dikategorikan Sangat Efektif. Efektivitas Pajak Restoran 

Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) 

dikategorikan Sangat Efektif. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten 

Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan 

Tidak Efektif. 

b. Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Kurang Berkontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Kontribusi Pajak 

Parkir Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 

Tahun) dikategorikan Sangat Kurang Berkontribusi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Langkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten 

Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan 

Sangat Kurang Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Langkat dari tahun 2018 
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sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Kurang 

Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 

c. Hal-hal yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan Pajak 

Hibura, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame diantaranya masih 

rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, 

tingkat pengetahuan tentang pembayaran pajak yang masih rendah, dan 

target yang ditetapkan BAPENDA Langkat terlalu besar jika dibandingkan 

potensi yang dapat dihasilkan. 

 
 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

a. Diharapkan kepada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak agar mau 

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan lebih tegas dalam memberi 

Tindakan sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap Wajib Pajak 

yang lalai. 

b. Diharapkan kepada Wajib Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak 

Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame untuk melaksanakan 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak agar kemakmuran daerah dapat 

ditingkatkan. 

c. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variable 

penelitian agar hasil penelitian selanjutnya lebih luas lagi dari sebelumnya. 
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